BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PUSAT KOMUNIKAS] DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI

Menmmbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT BALANGAN,

bohwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 13
Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomar 2 Tabun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu adanya
pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan
penyampaian laporan secara cepat, tepat dan akurat
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim
Kewuspadaan Dini di wilayah Kabupaten Balangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf & perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi
Kewaspadaan Dini Kabupaten Balangan,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah  Bumbu  dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimanun Selatan
(Lembaran Negars Republlk Indonesia Tabun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara: Republik
Indonesip Namor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinmiah Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indoresia Tahun 2014, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesin Nomaor 53587) sebagaimana telah
diubal beberspa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Keduo Atas
Undiung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Dacrah  (Lembaran  Negora  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor S679);




Meénetapkan

3

S,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2017 tentang
Pembinasn  dan Pengawasan  Penyelenggarann
Pemerintahan  Daernb  [Lembaran  Negars  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negurt Republik indonesia Nomor 6041);

Peraturun  Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Akxi Nasional Pencogahan dan
Penanggulangan  Ekstremisme  Berbnsis  Kekerssun
Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 20202024
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor S);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Kewnspadaan Dini di Daerah, sebogaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter! Dalam Neger
Nomer 46 Tahun 2019 twntang Perubahan Atas
Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,

Persturan Dacrah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2321 tentang Pembentukan dan Susunsn Perangkar
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tabun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daersh
Kabupaten Balangsn Namor 123);

MEMUTUSKAN -

! PERATURAN BUPAYI TENTANG PUSAT KOMUNIKAS! DAN

INFORMAS! KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN.,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati inl vang dimaksud dengan

L,

2

Daerah adalsh Kabtyputen Balangan.

Pemerintah  Dacrah  adalah  kepala daerah  scbagal  unsur
penyelenggary pemerintahan dacrah yang memimpin péiaksanaan
urusan pernerintahan  yang menjsdi  kewenangan pemerintah
darerah otonon, ‘

Kepala Dacrah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan, ‘ -

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selamjutnya  dischut
Bakesbangpol adalah  Badun Kesatuan Bangsa dan  Politik
Kabupaten Balangsn. ‘ ‘ _
Kewaspadasn Dinl adalab serangkamn upayn/tndaksn untuk
menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguon dengan meningkatkan pendeteksian dan peneegaban

dini.
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Tim  Kewasapadaan, Dinl  Pemerintab Kabupaten  Balangan
sclarjutnys  disebut Tun Kewaspaduan Dind adalah Tim ying
ditentuk-oleh Bupati untuk membantu pelakshnaan tugns Kepals
Bperuly dalam pelaksanuan Kewaspudann Din| Pemerintah Doerah
Pusal Romunidcasi dan loformasi Kewaspadaan in Kabupaten
Balangan selargutnyn Puskomin Kewaspadoan Dinl adaleh suatu
wodah komunikaosi, wonsolidas: don pengendalian sistem Informasi
stabilitas  Duerah yang  dibentuk untuk mendulkung  Tim
Kewaspadomn:  Dinl Pemwrintah  Kabupatzn  Balangan  dalam
memberikan laporun secara cepat, tepat dan akurat

Penileteksian dan Pencegahian Dinl adalak sepaly usahn, atau
kegtatan vang dilakukan secara langaung maupun ddek langsung
untuk  mendeteksi  dan  mencegahh permasalohan  vang
mempenganihi penyvlenggaraan pemerintahan.

Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya
disingkat ATHG adaleh setiap upsyn, pekerjaan, kegiatan, dan
tindakan, baik dori dalam pegen meupun loar negen yang dinilai
dan/atay dibuktikan dapat membahavakan keselamatan bangsa,
keamanan, kedaulatan, keutuhun wilayah  Negars  Kesatuan
Republik lndxmesm dan kepentingan nasgonal di- berbagai aspek
batk ideologl, polittk, e¢konomi, scsial, dan budaya maupun
pertahanan dan keamanan,

Ketertiban umum dan ketentraman masyvarakat merupakan suatu
keadsan dinamis yang memungkinkan pemerintah/dacrak dan
masyarsicat dapat melakukan kegistannys dengan tenteram, rertib,
dar teratur,

Stabilitas Deecrah adalah  kondisi dinamis  kehidupan
bermasysrakat, berbangsa dan bermegara yang memenuhi unsur
ketentraman, ketertiban dan keteraturan didacrah,

Ketahanan  Ideclogi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budava
merupakan kondisi dinamis vang berisi Keuletan, ketangguhan dan
keluatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan terbadap tatanan Politik, Ekonomi, Sesial
dan Budaya di Dacrah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi
Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggaleng dan
memelibara persatuan dan kesatuan nasional.

l\cwaxpadaan Nasiona) adalsh kondisi kepekaan, kesisgaan dan
entisipass dalam menghadapi potensi ancaman /gangguan stabilitay
nasional di daerah,

Laporan umum adalah laporan pemantauan stabilitas dacrah
vang diterbitkan sctiap 3 [tiga) bulan sekali.

Laporan harian adalah laporan hasil pemantavan stabilitas daerah
yang diterbitkan setinp hari.

Laporan khasis adalah laporan perlu penanganan segéra, vang
bersifat mengancam /mengganggu  stabilitas  daerah dan
disampaikan paling lambat | x 24 Jam.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyut Daerah dalam penyvelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerakh,

Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan
yang Udak diserankan kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu datam raugks Dekonsentrasi,



Punal 2

Puskomin Kewaspadaan Dind berdasorkin peda Asay |

Kemanusiann dan Huk Azan Matusdy,
Keadidon,
Ketertibon dan kepastion hakum;

- Reblvmneko tunggged - ko,

Tangeung juwak;
Reterpasduan,
Keberiamjuyarn;

. Rearifan Jokal;

Purtisipand,

Fasol 3

Puskomin Kewaspadaan Dini bertujunn untuk

o

mendukung terwujudnya penyelenggaraan Kewaspadsan Dinl di
Kabupaten Bsmngan yang sistematis dalam  penyumpaian dan
penyusunen pelaporan secard cepst, tepat dan skurat;

mendeteksi, mengidentifikasl, menilai, menganalisis, menafsirkan,
dan menyajikan informas: berbagsi potens: bentuk ATHG:
meningkathan koordinas den sinergites antare Peranghat Dacrah
dan penyelenggara intelijen Negars di Dacrah,

Pasal 4

Ruang lingkup Puskomin Kewaspadasn Dinl meliput! :
A Sustnan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jewab,

b,

c.

Tata Cars Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
Pendanaan
BAB {1
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS

Bagian Kesaty

Umum

Pasal 5

(1) Pusar Komunikasi don Informas: Kewaspadean Ding berads pada

Badan yang membidang) urisan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2 Puskomin Kewaspadasn Dini schagsimana dimaksud pada ayet |1}

merupakan unsur pendukung Tim Kewaspadaan Dini.

i3 Tim Kewaspadaan Dini scbagaimana dimakswd pada ayat (2]

mempunyai tugas sebagai berikut :



o menjaring data dan  informasi situon) dan kondiad Duerah
mengena wdealogl, politik, ketalusnan ekonoml, sosial, budayn,

agama,  keamarnsag, ketentrutnan, ketettiban dan panangs nan
kontlik di Daerah:

b memantay perRembangan situasd dan Kond sl Daeral;

¢ menginventarisasi, mengklarifikas dan mentabulasi data dan
mformusi situasi dan kondisi Daerah;

d,  mengadakan koordinnst dengan instansi terkait mengetni data
dan informusi perkembangan situnsi dar kondis Daerah;

€. mengalanh dan mengkaji dota dan  informasi perkembangan
situasi dan kondisi daerah;

. menyusun laporan situasi dberah, laporan infurmasi, laporan
atensi, laporan  khusus, dan telashan  staf kepada Tim
Kewnspadaan Ding;

8 melskukan monitoring dan evaluus techadap informasi situasi
dan kondisi Daerah,

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Susunan keanggotann Puskomin Kewuspadaan Dini terdiri atas |

& Perangkat Daernh;
b, Instans: Vertikal.

(2) Keanggotaan Puskomin Kewaspadaan Dini sehagaimana dimaksud

pada avat (1} ditetapkan dengan Keputusan Bupats,

Pasal 7

Untuk mendukung kinerja Tim Puskomin Kewaspadaan Dini, dapat
dibantu oleh jaringan dan/atau bersinergi dengan pihak-pihak sebagai
berikut;:

a.

P.e

i L

Badan Intelijen Negara, Intelijen Tenrara Nasional Indonesia, Intelijen
Kepolisian Negara Republik Indoneésia, Intelijen Kejaksaun Republik
Indonesia,  dan  Intelijen  Kementerian/ Lembaga  Pemerinah
Nonkementenian;

Tim Terpadu Penanganan Konflik Soaial;

Tim Pengawasan Orang Asing dan Tim Pemantauan Orang Asing,
Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing;

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsann:

Forum Pembauran Kebangsaan;

Forum Kerukunan Umat Beragama;

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Tim Monutoring dan Evaluasi Perkembangan Politik; dan

Masyarakat dan/atau media massy.



Pasal K

(1) Pelaknanaan tugas sebigaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilukuakan
melnlu Pendetekstan Dini dan Pencegahan Dinl yary meliputl;
A pengumpulan data dan informasi:
b. verifikosi, validasl,  analisis  dan evilusi rata dan
informas; dan
€. pelyporan

{2) Pengumpulan data don informas sebognimana dimakeud pads ayat
(1) Haral @ meliputd:
0. wawuncars,
b, observasi: dan
¢, analisis dokumen,

(3 Verifikasl, validasi, analisis dan evaluasi sebagaimana dimsksud
pada ayat (1) huruf b meliputt:
A pemilahan data den informasi;
b penyajian data dan informasi; dan
©. penarikan kesimpulan,
(4} Pelaporin sebagaimuna dimaksud pada ayst (1) buraf ¢ meliputi 1
#, pelaporan datn dan (nformasi; dan
b penyampaian rekomendast

BAB il .
TATA CARA PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesata
Tata Cara Pelaporan

Pasul @

(1) Laporan Stabilitas Dacrah merupakan laporan yang memuat hat hal
yang mengancam/ mengganggu stabilitas dacrah, antara lain berupa:

s, penyebaran paham/ ideolog yang bertentangan dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. gejala gerakan separalis yang mengancam kculuhan boangsa dan
Negarn Kesstuan Repubtlik Indonesia;

c. penistaan/ penodaan lembang dan simbol negara;

d. penyalahgunaan nama  dan atribut  Instansi  Pemerintah,
TNI/POLRI/BIN umtuk mengambil keuntungsn pribedi  dan
mm:auhknn mm\ynrukm.

e penyalahgtmaan atribug/simbol negara  lain,  gerakan
separatis/terorisme. serta organisast terlarang:

[. fapatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan
hubungan sosial diantara anggota masyarakat dan berbagai ras,
suku, dan etnis;



T,

‘Jl

s

henndalan cemuje yang merynsnk mental genierasl mudn seperti
wuran, peayaslahgunaun narkoba, pergaalan bebas, geng motor,
halapun e dll;

perbuntan/tndakan welunggar ttanan normu don nilal yang
berlaku nmum dimasyarakot, baik yang dilskukan peroraogan
maupun kelompok /lembags,

penyebaran  pamflet, balibo, spanduk, sclebasran yang dapat
memecah belah persatisan dl masyarakat;

situasi politik pada setiap Tahepan Pelsksanann Pemilihan Umum
(PILPRES/PILEG / PILKADAY,

nitusss politik pads setiap tahapan Pemilihan Kepala Dens,

ketidak punsan masvereXat rerhudap Kehijakan
Pemerintal/ Pemermiah Daerah/ Pemerintah Desiy

. ketidakpuasan masyarakat terhadap impelementasi peraturan

perundang-uncangan;

penyumpaian Aspirist /Unjuk Rasa;.

sktivitas Partai Politik dan/atau iembaga politik,

disharmonisast antar insitansl/ lembaga;

penvebaran paham menyimpang/aitran sesat yang meresahlkan
masyarakat;

ktivitas  Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang  dapat
menggangiu ketertiban wmum dan ketentraman masyarakar;
ketidakharmonisan  hubungan  sosial  interny/antar  umat
beragamn;

permasalaban pendinan ramah ibadah;

pendirian tempat usaha yang meresahikan masyarakat;
rerganggunya jalur transportasi (kondist infrastruktur jalan labil
dan/atsu jembatan ambruk);

. Jalur transportasi rawan munculnya tindak  kejahatan yang

bersifat meresahkan dan menyebabkan térganggunya aktivitas
susial skanomi masysrakat;
kelangkaan dan ketidakstabilan barga sembilan bahan pokok
(Sembiaka);
kelangkaan pupuk cGan bahan bakar minyak yang  dapat
mempengarubi perekonomian masyarakat;

pengrusakan dan penutupan paksa: fasilitus umum baik yang
dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusabaan /plhak
pwasta;

‘ad. tidak berfungsinva fasilitas umum seperti Kamor Desa, Balai

Dess, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah,
Tempat-tempat 1badeh dan Fasilitas Umum lainnya yang
menghambat pelayanan soslal kemasyarakstan;

bh potensi, pejala, atau peristiva bencana, baik béncans perang,

bencana alam dan/atau akibat ulah manusia; _
ce. aktivitas warga negara using, tenaga kerjs asing, dan lembaga
nsing vang meacurigakan dan meresahkan masyarakat;



dd. aktvitas orang tak dikenal yang mencungaxin,

ce. penvebaran paham vadikal dan tersrinme;

T munculnya gix buruk, busung lapar dan wabeh penyaiit yang
merupakan kejadian fuar b,

28 pengriusakon lingkungan hwdup seecars wengaja, baik olch
peraratigan, lembaga dan perusahan /swasta]

hh. potensi konflik sosial, yaitu perseteruan doan/atau benturan fistk
dengan kekerasan antara dua kelompok trasyerakat atuu lebih
vang betlungyung dalim wakty tertentu das . berdampak  1uas
yimg oengakibatksn  ketidakemansn dan  disintograsi  sosul
schinggs mengeangou  stabilitas  duerah dan  menghambat
pembangunan duetoh;

i isu‘isu negatif yang meresahkan masyarakar, dan lain-iain.

{2) Laporan data dasn informasi terkait Stabilitas. Daerah sebagaimuna
rimaksud pada ayat {1} terdint dard
a. Laporan umum,
b Laporan khusus

{3) Format Laporan Stabilitas Dacrah sebageimana dimaksud pada ayat
ayal {2), scbagalmana tercatum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati inl.

Paragraf 1
Laporan Umym
Pasal 10
(1} Laporan umum sebagaimana dimaksad dalam Pasal 9 ayac [2) hurul

a, merupakan laporan hasil pemantausn stabilitas Daerzh yang
dibuat setisp bulan atsu per 3 m_ga) bulan sekall,

{2} Laporan hasil pemantauin s1abilitas Daerah sebagaimans dimakesad
pada ayat (1) disampaikan sécars tertulis dan/atau melalui aplikasi
jaringan komunikasi,

{3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2) berupa
hard copy dan soft copy yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Paragraf 2-
Laperan Khusus

Pasal 11

(1] Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2% huruf
b merupakin luporan yang bersifat penanganan segero,



{2} Lupotan yung bersifut penanganan segorn sebogalmano dimaksud
pada ayat {1) disampaikan paling lambat [ (satu) x 24 (dua pulub
cmpat) jam ko Puskoniin Kewaspidaan Dinl.

(3) Peryumprian  laporan sebogsimana dimaksud pada avat (2
diuenpaikan secara tertulin maupun lissn melaha splikasi jaringan
komunikasi.

Bagizn Kedua
Pembinzan dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Pembinaan terbadap pelaksanaan penyampsian Laporan Stibitizas

Daerah dilakukan melsly :

a  sosialisasi tentang perunjuk pelaksansan dan petunjuk teknis
penyampaian Laporan Stabilitas Daerah,

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan
evoluast penyampsisn Laporan Stabilitas Dacyah secara berkala;

¢. penguatan Jwpoasitus dalam  hal teknis  dan  admmistrasi
penyampaias Laporoan Stabilitas Daerals,

{2) Pengawasan terhadap pelaksanasn penyampaian Laporan Stabilitus
Daerah meliputi:
A, pengawasan terhadap pelaksanaan tagas Puskomin Kewaspadaan
Diny;
b pengendalian terhadop  kesesunian  capatan  Kinerja  Satuan
Peluksana dengan pelaksanuan penvampaian Laporan Stabilitag
Daerah.

(3] Pembinaan dan Pengawesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
danayar {2) dilakukan oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 13
Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Puskomin Kewaspadasn Din|
dibetankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati inf mulal berlaku pada tangeal diundangkan.

Apar setiap  orang  mengetahuinys, mementahkan pengundangan
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
wabupaten Balangan,

Ditetapkan di Pnnftglnm 4043

paca tanggai ©
ATl BALANGAN,




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PUSAT KOMUNIKAS] DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN BALANGAN

mgwwmm&mﬂn

Format 1 - Laporan Umum

N SIS DAN
Kepada -yl Bupati BALANGAN / Kepala 8a apol/ Ketua Tim
Kewaspadaan Dind Pernerintah Kabupsten Balangan
Darni | Ketua Tim Puskomin Kewaspadaan Dinl

. LATAR BELAKANG
*fherisi UBSUr-UnRUT Vang mempenganab Seahilites Darrah -serta
samber informas),

. FAKTA-FAKTA
“(berisi fakia kujadian vang memenuhi unsur SW+ 1H)

il DAMPAK-DAMPAK’ VANG DITIMBULKAN
“(oesksi husil kepan terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan
dar suntu peristina)

V. SARAN DAN REKOMENDASI
*(berisi saran dan rekomendass didalam upaya penyelesaian
permasalahan)

V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN _
“doxumentasi yang dismbil langsuag dart tempat Kejadian)

Ketun Tim Puskomin Kewaspadaas Din3,
ud

. un'-uu-un.uuo‘-v‘--u aARATRR IR .




Format 11 : Laporan Khusus/Insidentil

LAPORAN KHUSUS
Kepada © ¥Yth. Bupati BALANGAN /Kepsia Bakesbangpol/Ketua
Puskomin Kewaspadaan Dini

Dan

L R

I FAKTA FATA
{Berisi Wakua, Lokast/Tempat Kejadian/ Permasalaban)

L DAMPAK-DAMPAX YANG DITIMBULKAN s
{Berisi Perkiraan Dampak vang  ditimbulkan dari suaty
keiadian /Permasaiahan)

1L HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN R
(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

‘) Laporan Khusus disampaikan melaiul Aplikasi Janngan Komunikass,
paling lambat | X 24 Jam



pormat U1 Laporan Situasi Politik Tahapan Pemilu/Pilkadu/ Pilkades

LAPORAN TAHAPAN PEMILU /PILKADA/PILKADES

Kepada :Yth, Bupati BALANGAN / Kepala Bakesbangpol / Ketua
Puskomin

Kewaspadasn Dini
Dari B | N A AL RN b A Vv

1. PELAKSANAAN TAHAPAN
T berist jenis ahapan yang dilaporian)
[l. FAKTA-FAKTA ‘
{berisi gambaran singkat proses pelaksanaan tahapan yang
dilaporkan)

1L PERMASALAHAN YANG TERJADI |
{berisi uraian singkat penyebab kejadian/ permasalahin)

[V. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERMASALAHAN
erisi perkirsan akibat yang Aitimbulkan dari suatu peristiva)

V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN L
(dokumetitas yang diambil langsung dasi tempat kejadian)

*) Laporan disampaikan pada setiap tahipan Pemilu/Pilkada | Pilkades.
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